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ABSTRAK
Provinsi Sumatera  Selatan  memiliki  kawasan hutan seluas 3.489.350,37 Ha. Sedangkan luas kawasan  non hutan 3.393.469,56 Ha dan luas untuk LP2B sebesar 2.443.324,09 Ha.Setiap Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau rnemelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai harus berfungsi social, hal ini sesuai dengan Formulasi kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar dilakukan sebagai penataan pertanahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar di Provinsi Sumatera Selatan. Masalah dalam penelitian yaitu  Masih ada tanah yang dalam sengketa serta Masih banyak kawasan yang terindikasi terlantar. Teknik  analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa:  secara keseluruhan Implementasi Kebijakan Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar di Provinsi Sumatera Selatan sudah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, walaupun dalam pelaksanaanya masih terdapat hambatan/ kendala seperti Masih ada tanah yang dalam sengketa serta Masih banyak kawasan yang terindikasi terlantar.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar


ABSTRACT
South Sumatra Province has a forest area of ​​3,489,350.37 Ha. While the area of ​​non-forest area is 3,393,469.56 Ha and the area for LP2B is 2,443,324.09 Ha. Every Right Holder, Holder of Management Right, and Holder of Basic Tenure Over Land is obliged to seek, use, utilize, and/or maintain the land that is owned or controlled must have a social function, this is in accordance with the policy formulation of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 20 of 2021 concerning Management of Abandoned Areas and Land which is carried out as land management. The purpose of this study was to analyze the implementation of policies for controlling abandoned areas and lands in the province of South Sumatra. The problem in this research is that there are still lands that are in dispute and there are still many areas that are indicated to be abandoned. The data analysis technique used in this study is a qualitative data analysis technique.This research shows that: overall the Implementation of the Policy for Controlling Abandoned Areas and Land in South Sumatra Province has been carried out properly, although in its implementation there are still obstacles/obstacles such as there are still lands that are in dispute and there are still many areas that are indicated to be abandoned.
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PENDAHULUAN	
Secara geografis Provinsi Jambi terletak di sebelah utara Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung di sebelah selatan, Provinsi Bangka-Belitung di sebelah timur, dan Provinsi Bengkulu di sebelah barat. Luas wilayah administrasi provinsi adalah 8.493.404,06 hektar. Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan kabupaten terluas dengan luas wilayah 1.721.699,82 ha dan Kabupaten Musi Banyuasin terluas kedua dengan luas wilayah 1.383.060,30 ha. Luas wilayah terkecil terdapat di Kota Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas 37.930,90 hektar.
Luas hutan seluas 3.489.350,37 hektar di Provinsi Sumatera Selatan. Luas LP2B seluas 2.443.324,09 ha, sedangkan kawasan non hutan seluas 3.393.469,56 ha. Kewajiban untuk mengolah, mempergunakan, mengusahakan dan/atau memelihara tanah orang lain menjadi tanggung jawab masing-masing pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, dan pemegang penguasaan tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penguasaan Kawasan dan Tanah Terlantar, yang dilaksanakan dalam lingkup penatausahaan pertanahan, barang 


yang dimiliki atau dikuasai harus mempunyai fungsi sosial. 
Tujuan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Penguasaan Kawasan dan Tanah Terlantar adalah menata kembali tanah-tanah terlantar dari pemiliknya yang sah dan mengintegrasikannya kembali ke dalam sistem pengelolaan sumber daya sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini dimaksudkan untuk segera merespon program strategis negara seperti infrastruktur, perumahan rakyat, pangan dan energi dengan mengalokasikan lahan kosong untuk masyarakat.
Proses perumusan yang dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah untuk menginventarisasi tanah-tanah yang dinyatakan terlantar inilah dimana dapat dilihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan penertiban kawasan dan tanah-tanah terlantar di Provinsi Sumatera Selatan. 
Kantor Pertanahan harus menunggu sekurang-kurangnya dua tahun setelah penerbitan sertifikat tanah, hak pengelolaan atau kepemilikan tanah sebelum dapat melakukan inventarisasi tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar. Inventarisasi dilakukan berdasarkan laporan atau data yang dikumpulkan dari: 
a. Pemilik tanah yang mempunyai hak, hak pengelolaan atau kepemilikan pokok.
b. Hasil pemantauan dan evaluasi hak atas tanah dan dasar penguasaan tanah oleh kantor pertanahan, kantor wilayah, kementerian, pemerintah daerah, dan/atau pemerintah kota.
Penetapan tanah terlantar juga memuat rekomendasi yang ditujukan kepada kepala instansi pengelola barang milik negara atau daerah atau aset perusahaan negara atau daerah untuk mengelola, mempergunakan, mengolah, dan/atau melestarikan tanah tersebut apabila memang harus ditempati. berarti tanah terlantar yang berstatus milik negara atau daerah, atau milik suatu negara atau badan ekonomi daerah.
Pada Provinsi Sumatera Selatan, penentuan objek kawasan telantar adalah kawasan pertambangan dan kawasan perkebunan. Kedua kawasan ini memberikan nilai kontribusi perekonomian yang sangat besar bagi Provinsi Sumatera Selatan. Di sisi lain pemanfaatan ruang maupun arahan pemanfaatan ruang pada kedua kawasan ini juga cukup besar untuk pemanfaatan pada kawasan budidaya.
Adapun Tahapan-tahapan dalam mengidentifikasi kawasan telantar di
Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya merupakan penelusuran identifikasi kawasan berdasarkan definisi dari kawasan telantar, yaitu meliputi kawasan: (1) yang termasuk dalam kawasan non hutan, (2) memiliki izin/ konsesi/ perizinan berusaha, (3) belum dilekati atas hak, dan (4) tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan. Adapun identifikasi kawasan tersebut pada Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan:
1. Identifikasi kawasan non hutan dilakukan dengan menggunakan informasi berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan untuk Provinsi Sumatera Selatan disertai dengan informasi yang termuat dalam RT/RW Provinsi terkait penetapan kawasan hutan.
1. Identfikasi izin/ konsesi/ perizinan berusaha dilakukan dengan menggali informasi melalui data-data pendukung yang terdapat dalam RT/RW Provinsi dan atau data-data dari instansi dan/ atau K/L yang bertanggung jawab dalam pemberian izin/ konsesi/ perizinan berusaha. Untuk Provinsi Sumatera Selatan dimana perkebunan menjadi sektor ekonomi unggulan disertai dengan besarnya penggunaan lahan untuk sektor perkebunan maka penetapan kawasan perkebunan dilakukan dengan menggunakan data arahan pola ruang berdasarkan RT/RW Provinsi Sumatera Selatan.
1. Identifikasi kawasan yang belum dilekati atas hak dilakukan dengan menggunakan data hak atas tanah di Provinsi Sumatera Selatan yang termuat dalam peta bidang Kementerian ATR/ BPN dimana dalam hal ini telah terpublikasi dalam situs https://bhumi.atrbpn.go.id..
1. Identifikasi kawasan yang tidak digunakan dilakukan denga mempergunakan data tutupan lahan tahun terakhir yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemetaan tutupan lahan. Hasil dari identifikasi kemudian juga akan dikomparasi dengan hasil analisis historikal tutupan lahan berdasar citra satelit. 
	Masih terdapat tantangan dalam penerapan kebijakan kawasan terlantar dan penguasaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan, seperti:
1. Masih terdapat area kontroversial.
2. Masih banyak tempat yang rambu-rambunya terbengkalai. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana kebijakan pengendalian sampah kawasan dan lahan yang diterapkan di Provinsi Sumatera Selatan?” sehubungan dengan permasalahan yang diidentifikasi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan lahan kosong dan lahan terlantar diterapkan di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan rumusan masalah yang disajikan di atas.
Keuntungan teoritis pertama dari penelitian ini adalah relevansinya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan, khususnya studi administrasi publik dan kebijakan publik. Manfaat yang kedua adalah “manfaat praktis” atau “memberikan pemikiran dan masukan yang bermanfaat kepada instansi terkait khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan”.

TINJAUAN PUSTAKA
Menurut George C. Edward III (Islamy: 1996: 65), implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijakan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan        itu.
Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Yang termasuk aktivitas implementasi menurutnya adalah perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi dan lain-lain. 
Penelitian ini merupakan penelitian dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan, dimana proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan kebijakan. dapat diketahui bahwa teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards (Tangkilisan, 2003:11-12), yaitu sebagai berikut: 1) Komunikasi terdiri dari Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi., 2) Sumber daya terdiri dari: Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta dana/ anggaran. 3) Disposisi/ sikap terdiri dari Tanggung jawab, Disiplin dn Integritas 4) Struktur Birokrasi terdiri dari Prosedur atau mekanisme kerja/ SOP dan Fragmentasi.
George C. Edward III membahas tiga hal yang utama dalam proses komunikasi kebijakan yaitu :
1. Transmisi. Pelaksanaan keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Komunikasi yang disampaikan harus akurat dan mudah dimengerti tentang apa yang menjadi tujuan dan sasaran atau target.
2. Kejelasan. Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya diperoleh oleh para pelaksana, tetapi komunikasi harus jelas. Ketidakjelasan komunikasi berdampak pada implementasi kebijakan dan akan menyebabkan terjadinya kesalahan interpretasi bahkan bertentangan dengan makna   pesan awal.
3. Konsistensi. komunikasi yang disampaikan harus konsisten dan jelas sehingga perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan kepada kelompok sasaran tetapi jika perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik

METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif jika dilihat melalui data dan analisis yang digunakan. Menurut Arikunto, karena penelitian deskriptif tidak bersifat hipotetis, maka tidak perlu mengembangkan hipotesis sebelum memulai proses penelitian. 
Singarimbun dan Effendi (2011: 4) mengambil posisi serupa, dengan alasan bahwa ilmuwan hanya mengembangkan konsep dan mengumpulkan data – dan tidak pernah menguji hipotesis. Di Provinsi Sumatera Selatan, pengendalian terhadap kawasan dan lahan terlantar dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang diuraikan dan dikaji dalam penelitian ini.
Tiga metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana dalam Mudir (2016), yaitu: kondensasi data, penyajian dan penarikan data, dan verifikasi.
Definisi operasional yang digunakan oleh George C. 1) Komunikasi terdiri dari transmisi, kejelasan dan koherensi, menurut Edwards (Tangkilisan, 2003: 11–12). 2) Sumber daya meliputi dana/anggaran, prasarana dan sumber daya manusia (SDM). 3) Tanggung jawab, disiplin dan integritas membentuk karakter atau sikap. 4) Prosedur atau mekanisme kerja/SOP dan fragmentasi membentuk struktur birokrasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Di bawah ini adalah penelitian yang mengkaji bagaimana kebijakan di Provinsi Sumatera Selatan dipraktikkan dalam pengelolaan kawasan dan lahan terlantar dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Berikut beberapa poin yang disampaikan Edwards (Tangkilisan, 2003: 11-12):
1. Komunikasi membutuhkan.
a. Transmisi. Menginformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai implementasi kebijakan lahan kosong dan pengendalian lahan di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk kelompok sasaran, kepala departemen pertanahan, kepala bagian pendokumentasian pertanahan, kepala departemen. departemen pengadaan tanah dan kepala departemen perizinan. (politik). Melalui rapat internal, rapat tim gabungan dan kunjungan lapangan, kebijakan penertiban kawasan dan lahan terlantar di Provinsi Sumatera Selatan disosialisasikan (disosialisasikan, diinformasikan).
b. Kecerahan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pertanahan, Kepala Dinas Dokumentasi Pertanahan, Kepala Dinas Pengadaan Tanah, Kepala Dinas Perizinan dan Perusahaan Wilayah Nasional Selatan Sumatra. Setiap orang di Provinsi Sumatera dapat memahami informasi kebijakan gurun pasir dan pengendalian lahan terlantar di Provinsi Sumatera Selatan. Informasi atau penjelasan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar dan berdasarkan Peraturan No. Pengertian kawasan terlantar dan tanah terlantar, ruang lingkup/tujuan penguasaan tanah terlantar, kriteria, cara penguasaan, dan jangka waktu identifikasi semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 yang mengatur tentang cara penguasaan dan pemanfaatan kawasan terlantar. dan tanah.
c. Konsistensi. 
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan telah secara sistematis mengkomunikasikan Kebijakan Pengendalian Kawasan dan Lahan Terlantar, sesuai dengan kebijakan pengendalian baik kawasan dan lahan terlantar yang dianut atau tertuang dalam Kebijakan, serta kebijakan berbasis regulasi. . prosedur operasi standar. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, Nomor Pemerintah Tata Cara Pemanfaatan dan Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, Perintah Eksekutif 20 Tahun 2021.
2. Sumber daya meliputi yang berikut ini.
a. SDM atau sumber daya manusia. Semua staf yang terlibat dalam kebijakan kawasan terlantar dan pengendalian lahan memiliki gelar sarjana dan telah menerima bimbingan dan pelatihan untuk menjadikan mereka sumber daya berkualitas tinggi. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi, Kepala Departemen Pertanahan, Kepala Departemen Dokumentasi Pertanahan dan Departemen Pengadaan Tanah, serta Kepala Badan Pertanahan. pendaftaran tanah dan wilayah pengadaan tanah. Di bagian perizinan, total sumber daya manusia yang terlibat ada enam orang.
b. Struktur dan infrastruktur. 
Kendaraan dinas, komputer/ laptop, mesin fotokopi, kamera, drone, peta GPS, teodolit, penghitung dan kompas hanyalah sebagian dari infrastruktur dan layanan pendukung yang tersedia. Ada juga gedung DLHP dan gedung BPN.
c. Dana/Anggaran.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya Rp, menyediakan dana/anggaran untuk kawasan terlantar dan kebijakan penguasaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten/ Kota melepaskan properti senilai $100.000.000.
3. Sikap atau watak terdiri dari.
a. Sebuah tanggung jawab.
   	Sesuai dengan Kebijakan Negara tentang Penguasaan Kawasan dan Tanah Terlantar di Provinsi Sumatera Selatan, pemegang hak atas tanah mempunyai tanggung jawab untuk mengolah, mempergunakan, memelihara dan menjaga kawasan dan tanah terlantar tersebut. Keputusan pemberian hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 disertakan ketika Negara memberikan hak kepada orang perseorangan atau badan hukum. Sesuai dengan Pokok-Pokok Pertanian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang HPL, HAT, Perumahan dan Pendaftaran Hak Guna Tanah, berlaku tugas, tanggung jawab dan larangan perseorangan atau organisasi. Hukum sebagai pemegang hak atas tanah meliputi: a) melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan pemberian hak, paling lambat 2 (tahun) terhitung sejak tanggal t. b) Mengelola lahan dengan baik sesuai dengan kelayakan komersial, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh otoritas teknis; c) Pemegang hak tidak diperbolehkan meninggalkan negaranya.
b. Disiplin. 
Disiplin tersebut terlihat pada hal-hal berikut: 1) Tidak adanya penggunaan hak atas tanah, izin, konsesi, dan izin usaha secara spekulatif; 2) Terbukanya peluang bagi investor yang mempunyai pengalaman dan itikad baik dalam mengelola suatu kawasan dan hak atas tanah; 3) Pemanfaatan tanah dan hak atas tanah secara efektif dan efisien memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian ; dan 4) menciptakan persaingan usaha yang sehat, transparan dan bertanggung jawab.
c. Integritas.
Kebijakan kawasan terlantar dan penguasaan tanah di Provinsi Sumatera Selatan belum dilaksanakan dengan integritas atau kejujuran yang tinggi oleh badan hukum/pemegang hak atas tanah. Hal ini terlihat dari banyaknya kawasan yang ditandai sebagai terbengkalai. Apabila tanah yang sudah kadaluwarsa haknya dan HPL merupakan milik negara, dan apabila tanah itu juga dijadikan tanah terlantar, maka hal itu tentu merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Umum. untuk menghilangkan barang milik negara. Akibat belum jelasnya peraturan mengenai penertiban kawasan terlantar, banyak kawasan yang masih belum berpenghuni yang ditandai sebagai kawasan terlantar. Berdasarkan hasil Laporan Akhir Inventarisasi dan Pembuatan Database Kawasan Terlantar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, sebaran areal tanam di Provinsi Sumatera Selatan yang tergolong terlantar adalah sebanyak 13 (tiga belas) kabupaten dan 1 (satu) kota, sedangkan sebaran wilayah pertambangan terbengkalai di Provinsi Sumatera Selatan meliputi 9 (sembilan) kabupaten dan satu kota. Saat ini terdapat 6.656 properti terbengkalai di kawasan perkebunan kelapa sawit yang tersebar di area seluas 414.678,88 hektar. Luas kawasan yang ditetapkan terbengkalai pada kawasan pertambangan batu bara adalah 297.797,56 hektare, dan total luas objek yang ditetapkan terbengkalai adalah 4.789 hektare.
4. Struktur Birokrasi terdiri dari 
a. Prosedur atau mekanisme kerja/ SOP 
Dalam Kebijakan Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar di Provinsi Sumatera Selatan sudah dilaksanakan sesuai dengan Prosedur atau mekanisme kerja/ SOP yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan/ kendala yaitu Masih ada tanah yang dalam sengketa. Apabila tanah sedang dalam sengketa maka secara hukum statusnya itu harus status quo. Namun, dalam aturan tentang penertiban tanah telantar hal tersebut tidak muncul/ tidak tercantum. Dengan kata lain, Hal itu tidak terdefinisi dengan baik di dalam kebijakan itu. Sehingga dapat  menimbulkan masalah karena tidak diberikan penjelasan kepada aparat pelaksana.Berdasarkan data, jumlah tanah yang tidak dalam sengketa di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 323 tanah, sedngkan tanah yang dalam sengketa sebanya 27 tanah
b. Fragmentasi
Fragmentasi terkait Kebijakan Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar adalah pembagian tugas pokok dan fungsi dari  tugas masing-masing pihak yang terkait yaitu sebagai berikut 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, mempunyai tugas Penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai pertanahan. 2) Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidangpertanahan, 3) Kepala Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang fasilitasi dan pengadaan tanah, 4) Kepala Seksi Dokumentasi Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang dokumentasi pertanahan, 5) Kepala Seksi Perizinan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang perizinan pertanahan, 6) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang.

KESIMPULAN		
Secara keseluruhan implementasi kebijakan pengendalian lahan kosong dan pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala/hambatan seperti masih adanya sengketa lahan dan masih banyaknya wilayah yang dirugikan. dideklarasikan. ditinggalkan.
Untuk lebih jelasnya, berikut rinciannya: 1) Komunikasi terlaksana dengan baik, terbukti dengan adanya kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh masyarakat dan pihak terkait. 2) Sumber daya, hal ini sudah dilaksanakan namun belum optimal karena jumlah pegawai yang kurang. 3) Disposisi/sikap yang terlaksana dengan baik dalam hal tanggung jawab dan disiplin.
Namun di bidang integritas masih terdapat kendala karena masih banyak hal yang dianggap terbengkalai. 4) Struktur birokrasi terlaksana dengan baik dalam perspektif fragmentasi. Namun dari segi mekanisme/SOP masih terdapat kendala, terutama lahan yang masih dalam tahap pembahasan.
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